LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 10 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 1

F

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang: a. bahwa pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil adalah kebutuhan masyarakat  dan
merupakan data diri setiap orang sehingga perlu
mendapat suatu kepastian hukum baik kepada orang
pribadi maupun kepada kepala keluarga;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Flores
Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil perlu diatur dan disesuaikan
kembali;



Mengingat :

b

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan  Daerah  tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil. :

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 WNomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

o



11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);



Menetapkan:

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores
Timur Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 1
Seri C Nomor 1); .

14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3
Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas—dinas Daerah Kabupaten Flores Timur
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D
Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9
Tahun 2001 tentang Pengundangan Peraturan Daerah
dan Keputusan Bupati (Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomor 9 Seri D Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor |
Tahun 2003 tentang Pokok—Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003
Nomor 2 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

dan
BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

)alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Flores Timur.
Dinas adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur.

Penduduk adalah setiap orang Warga Negara Republik Indonesia
maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam
wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan
Peraturan perundang—undangan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten

Flores Timur.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Kartu
sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk yang sudah
berumur 17 (tujuh belas) tahun keatas dan/atau sudah pernah kawin.
Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat daftar nama—nama anggota
keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala
Keluarga.

Akta Catatan Sipil adalah suatu Surat Bukti Resmi (autentik) yang
dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk terhadap peristiwa-
peristiwa hukum dan kehidupan seseorang antara lain tentang kelahiran,
kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak,
pengangkatan anak dan perubahan nama.

. Retribusi - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian KTP/Akta
Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.



